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Tax payments are very important for a country. Increasing the number 

of e-commerce traders from year to year is a potential for the state to 

increase state revenue from taxes through increasing taxpayer 

compliance for e-commerce businesses. The number of samples in this 

study were 40 respondents using a purposive sampling technique. This 

research is a quantitative research with data collection techniques 

using a questionnaire instrument to obtain primary data by measuring 

it using a Likert scale. The data analysis technique used is descriptive 

statistics, validity test, reliability test, normality test, multicollinearity 

test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, multiple linear 

regression analysis, t test, F test, and R square test. The results of this 

study found that all questions proved valid and reliable, and had 

passed the classical assumption test. From the results that have been 

tested, it was found that the tax knowledge variable was > 0.05 so that 

H1 was rejected or not proven. While the variables of tax sanctions 

and tax awareness of the test results are <0.05 so that H2 and H3 are 

accepted or proven. The conclusion from this study is that tax 

sanctions and taxpayer awareness have proven to have a positive 

effect on taxpayer compliance. Meanwhile, tax knowledge is not 

proven to have a positive effect on taxpayer compliance. 
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1. Pendahuluan 

Menurut Laudon dan Laudon (2010) dalam Chanita & Sitinjak (2021) E-commerce merupakan suatu 

proses perdagangan yang menggunakan media elektronik sebagai instrumen transaksinya Sehubung dengan 

perkembangan zaman, di era globalisasi ini banyak terjadi perubahan yang dihadapi oleh masyarakat, Salah 

satu contohnya yaitu teknologi yang semakin maju setiap hari dan mempermudah semua orang untuk 

mengaksesnya kapanpun dan dimanapun diseluruh penjuru dunia, yang memunculkan inovasi dalam kegiatan 

ekonomi secara online. Salah satu yang sedang marak terjadi di Indonesia yaitu tren jual-beli secara daring 

melalui perusahaan berbasis online yang biasa dikenal dengan sebutan E-Commerce (Nadiyah et al., 2021).  

KemenkopUKM telah mencatat 64,2 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia namun dari 64,2 juta 

pelaku UMKM tersebut, hanya 2,3 juta UMKM yang telah memiliki NPWP. Bahkan dari UMKM yang telah 

memiliki NPWP tersebut, tidak semua UMKM yang telah memiliki NPWP rutin untuk menjalankan kewajiban 

pembayaran pajak (jurnal.pknstan.ac.id, 2022)  

Berdasarkan laporan data menurut APJII, pengguna internet di Indonesia sebelum terjadi pandemi 

Covid-19 hanya sekitar 175 juta pengguna, sedangkan pada data terbaru APJII di tahun 2022 terjadi 

penambahan 35 juta pengguna internet, yang artinya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia sangat 

fantastis menjadi sekitar 210 juta pengguna (Dewi, 2022) 

Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 merilis hasil survei e-commerce yang dilaksanakan di seluruh 

provinsi Indonesia. Hasil survei tersebut menunjukkan jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2020 
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sebanyak 2.361.423. Sementara di, tahun 2021 sebanyak 2.868.178 usaha. Angka tersebut menunjukkan 

bahwa terjadi kenaikan angka pengguna e-commerce Indonesia (BPS, 2022). Melalui fenomena kenaikan 

pengguna e-commerce di atas tidak dapat dipungkiri juga karena banyaknya orang yang merasa dimudahkan 

oleh adanya e-commerce akan membawa dampak terbukanya potensi perkembangan e-commerce yang sangat 

lebar dan akan lebih maju dari saat ini. Pajak menurut Prof. Dr.Rochmat Soemitro, SH dalam Mustofa & 

Supryadi (2020:20) adalah iuran rakyat yang diperuntukan kepada kas negara berdasarkan undang-undang dan 

dapat dipaksakan dengan tanpa mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat dirasakan. Indonesia 

menerima sumber pendapatan terbesar yang berasal dari pajak (Chanita & Sitinjak, 2021). Pajak yang 

diperoleh ditujukkan untuk membayar pengeluaran umum negara. Kementrian keuangan menyampaikan 

realisasi pendapatan negara sepanjang tahun 2022 yang mencapai Rp 2.626,4 Triliun,  mayoritas pendapatan 

negara berasal dari pajak, yaitu senilai Rp 1.716,8 Triliun atau 65,37% dari total pendapatan negara (Annur, 

2023).  

Adanya peningkatan transaksi e-commerce ini dapat menjadi potensi bagi negara untuk meningkatkan 

pendapatan pajak. Dengan demikian pemerintah harus meningkatkan perhatiaannya pada pajak, karena  jika 

dilihat dari jumlah pelaku usaha E-commerce yang terus meningkat diatas, hal ini menjadikan potensi bagi 

pemerintah untuk mengoptimalisasikan penerimaan pajak yang berasal dari pendapatan wajib pajak pelaku 

usaha e-commerce di Indonesia. Jika pemerintah tidak perhatian dengan pelaku usaha e-commerce, 

kemungkinan pemerintah akan kehilangan banyak potensi penerimaan pajak dari para pelaku usaha e-

commerce. 

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi tentang perpajakan yang dapat wajib pajak gunakan 

untuk melakukan tindakan, mengambil keputusan dan untuk berjalan pada arah atau strategi tertentu dalam 

perpajakan dengan melaksanakan hak dan kewajibannya pada bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 

2021). Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan ialah kualitas utama yang harus dimiliki wajib pajak. 

Karena dengan memiliki pengetahuan yang baik terhadap8perpajakan, wajib pajak akan mengetahui tentang 

kewajiban perpajakannya dan paham dengan manfaat dan tujuan adanya kewajiban perpajakan sehingga wajib 

pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya. 

Sanksi Pajak merupakan dampak dari tindakan yang dikenakan atau diberikan untuk Wajib Pajak yang 

melakukan pelanggaran dalam bidang perpajakan baik secara disengaja maupun tidak disengaja (Agun et al., 

2022). Sanksi perpajakan erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, karena penerapan sanksi tersebut 

memberikan insentif kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya agar tidak dikenakan 

sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Kesadaran wajib pajak mengacu pada keadaan di mana seorang wajib pajak memiliki motivasi dan niat 

tulus untuk memperoleh informasi, menunjukkan rasa terima kasih, mengakui, dan melaksanakan tanggung 

jawab perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan (Agun et al., 

2022). Menurut Nadiyah et. al (2021), tingkat kesadaran wajib pajak kemungkinan besar akan dipengaruhi 

oleh sikap positif masyarakat terhadap pajak karena dengan memiliki kesadaran, wajib pajak akan memiliki 

niat dari dalam pribadi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan mandiri. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak pelaku usaha e-commerce, apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak pelaku usaha e-commerce, apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

pelaku usaha e-commerce. 

1.1 Teori Atribusi 

Heider (1958) mengemukakan bahwa teori atribusi adalah proses kognitif yang mengkaji cara individu 

memahami peristiwa dan memastikan alasan atau penyebab dibalik perilaku yang diamati yang berasal dari 

peristiwa tersebut (Patriandari & Safitri, 2021). Dalam konteks teori atribusi, individu terlibat dalam proses 

melihat dan mengevaluasi perilaku orang lain, dengan tujuan untuk membedakan dan membuat penilaian 

mengenai faktor internal atau eksternal yang mungkin mempengaruhi perilaku tersebut. Perilaku yang 

disebabkan secara internal mengacu pada perilaku yang dianggap berada dalam kendali pribadi seseorang. 

Perilaku yang disebabkan secara eksternal mengacu pada perilaku yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, 

dimana individu terdorong untuk melakukan tindakan tertentu karena keadaan situasional (Indriyani & 

Jayanto, 2020). Maksud dari menguji korelasi antara teori atribusi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak adalah 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor dasar yang berperan dalam menentukan apakah wajib pajak akan 

mematuhi atau melanggar kewajiban perpajakannya. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan sebagai faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup elemen-elemen yang berasal dari pribadi wajib pajak 
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itu sendiri, sementara faktor eksternal melibatkan unsur-unsur dari lingkungan sekitar dan hukum yang 

berlaku. Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang termasuk faktor internal yang diyakini memengaruhi 

kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Dalam konteks kepatuhan 

wajib pajak, sanksi perpajakan dianggap sebagai faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi beberapa 

variabel lainnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha e-commerce, apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak pelaku usaha e-commerce, dan apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak pelaku usaha e-commerce. 

1.2 Pajak 

Sesuai ketentuan UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, khususnya Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan 

sumbangan keuangan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Pembayaran ini 

ditegakkan oleh hukum dan tidak memerlukan imbalan langsung. Tujuan utama pajak adalah untuk memenuhi 

kebutuhan negara demi kesejahteraan dan kemakmuran warga negaranya secara menyeluruh. 

1.3 Wajib Pajak 

Menurut Wau et al. (2023) dalam bukunya menjelaskan bahwa wajib pajak merupakan seseorang atau 

badan yang memiliki ikatan secara hukum dalam membayar pajak kepada negara. Seseorang akan dianggap 

sebagai wajib pajak apabila memenuhi kriteria tertentu berdasarkan undang-undang perpajakan. 

1.4 Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Rahayu (2017: 93) mengemukakan sebagaimana dikutip dalam Patriandari dan Safitri (2021), 

bahwa kepatuhan wajib pajak mengacu pada perilaku yang ditunjukkan wajib pajak dalam menaati penegakan 

peraturan perpajakan terkait. Wajib Pajak yang patuh dapat diartikan sebagai orang pribadi yang dengan patuh 

memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menaati ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh instansi 

yang berwenang. Seorang wajib pajak dapat dianggap kekurangan atau tidak patuh jika tidak memenuhi 

kewajiban perpajakannya.  

1.5 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Pengetahuan perpajakan mengacu pada informasi tentang perpajakan yang dapat digunakan wajib pajak 

untuk memandu tindakan, pengambilan keputusan, dan upaya melakukan pendekatan atau taktik tertentu 

terkait dengan pemenuhan hak dan tanggung jawabnya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). 

Memiliki pemahaman perpajakan yang komprehensif dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Individu yang mempunyai pemahaman komprehensif 

mengenai peraturan perpajakan akan sungguh-sungguh menaati kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib 

pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap tujuan pajak 

dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara, serta pengetahuannya mengenai 

peraturan perpajakan, sistem perpajakan, dan proses-proses terkait. Individu yang memiliki pemahaman 

mendalam tentang peraturan perpajakan memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk mematuhi kewajiban 

perpajakannya, sehingga meningkatkan efektivitas kepatuhannya. Konsekuensinya, otoritas pajak mungkin 

tidak perlu melakukan pemeriksaan pajak secara ekstensif, karena wajib pajak yang berpengetahuan luas ini 

secara inheren menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mu'arif dan Lestari (2023) serta Hapsari dan Ramayanti (2022) 

memberikan bukti empiris yang mendukung anggapan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 

1.6 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Sanksi dalam ranah perpajakan berfungsi sebagai jaminan terhadap pematuhan terhadap ketentuan 

hukum perpajakan (norma perpajakan), dengan kata lain, sanksi bertindak sebagai pengaman agar wajib pajak 

mengikuti atau mematuhi aturan tersebut. Sanksi perpajakan berperan sebagai instrumen preventif untuk 

mencegah wajib pajak melanggar norma-norma perpajakan. Dalam pandangan Mardiasmo (2016:62) 

sebagaimana dikutip dalam penelitian oleh Soda dan rekannya (2021), Sanksi Pajak berperan sebagai 

kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan tingkat ketaatan Wajib Pajak. Kehadiran sanksi memberikan 

dampak pada individu yang dikenai sanksi tersebut, dan hal ini mendorong wajib pajak untuk mematuhi 

tuntutan peraturan perpajakan agar terhindar dari sanksi yang berpotensi merugikan. Semakin berat sanksi 

perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan pemberian sanksi dalam perpajakan 
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adalah untuk menimbulkan efek jera dan rasa khawatir pada wajib pajak yang cenderung tidak mematuhi 

aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Ini mendorong mereka untuk mematuhi aturan-aturan tersebut guna 

menghindari kerugian akibat dari sanksi yang diberlakukan dalam situasi ketidakpatuhan pajak. Berdasarkan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kartikasari & Yadnyana (2020) dan Mu'arif & Lestari (2023), 

terbukti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian 

sebelumnya yang dimiliki oleh Soda dan timnya (2021) juga memperlihatkan bahwa Sanksi Pajak berdampak 

secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

1.7 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan 

ketaatan terhadap peraturan perpajakan secara baik dan sukarela. Menurut Mintje (2016), sebagaimana dikutip 

dalam Madjodjo dan Baharuddin (2022). Konsep kesadaran berkaitan dengan pemahaman dan pengakuan 

tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan mematuhi peraturan terkait. Oleh karena itu, 

kesadaran wajib pajak mempunyai peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib 

pajak kurang memiliki kesadaran mengenai pentingnya pembayaran pajak, maka mereka dapat menunjukkan 

ketidakpedulian terhadap urusan perpajakan dan akibatnya tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pemenuhan 

kewajiban fiskal seseorang perlu dilakukan dengan menyetorkan pajak. Wajib Pajak yang memiliki 

pengetahuan tentang tanggung jawab perpajakannya akan menunjukkan rasa yakin akan pentingnya memenuhi 

komitmen perpajakannya dalam rangka memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan penyelenggaraan 

pertumbuhan bangsa (behavioral believe). Oleh karena itu, tingkat kesadaran wajib pajak mempunyai dampak 

langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengacu pada temuan Hama (2021), Puteri dan 

Lestari (2023), serta Madjodjo dan Baharuddin (2022) untuk membangun hubungan konklusif antara 

pengetahuan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. 

H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 

2. Metode Penelitian 

2.1 Objek Penelitian 

Objek yang diteliti dalam studi ini melibatkan Wajib Pajak yang berperan sebagai pelaku bisnis di 

platform E-Commerce Shopee dan Tokopedia di kawasan Jabodetabek, dengan syarat memiliki pendapatan 

lebih dari Rp 500 juta per tahun dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  

2.2 Variabel Penelitian 

2.2.1 Variabel Dependen (Y) 

Menurut Sugiyono (2017:39), sebagaimana dikutip dalam Mu'arif dan Lestari (2023), Variabel 

tergantung merujuk pada variabel yang terpengaruh oleh variabel bebas atau berpotensi mempengaruhi 

variabel bebas, sehingga menghasilkan hasil yang dapat diamati. Fokus variabel yang diberikan perhatian 

dalam studi ini adalah tingkat ketaatan wajib pajak. 
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Tabel 2.1 

Variabel Dependen (Y) 

 
2.2.2 Variabel Independen 

a. Pengetahuan Pajak 

variabel bebas adalah faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap variabel lain, sehingga 

menimbulkan perubahan atau wujudnya variabel terikat (Mu'arif & Lestari, 2023). 

Tabel 2.2 

Variabel Independen (X1) 

2. Pengetahuan Pajak 

Menurut Hantono & Sianturi (2022) 

Indikator Pernyataan 

1) Pengetahuan mengenai ketentuan umum 

dan tata cara perpajakan 

1) Saya mengetahui ketentuan umum dan tata 

cara dalam pendaftaran, pelaporan, dan 

pembayaran pajak yang diatur dalam 

undang-undang. 

2) Pengetahuan tentang sistem perpajakkan 

di Indonesia 

1) Saya mengetahui sistem perpajakan yang 

dianut di indonesia adalah Self assessment 

system. 

2) Saya mengetahui perpajakan di Indonesia 

memberi kepercayaan kepada wajib pajak 
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untuk menghitung, membayar, dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan 1) Saya mengetahui bahwa fungsi pajak yaitu 

untuk pembiayaan dalam pembangunan 

sarana publik negara. 

2) Saya mengetahui bahwa pajak merupakan 

sumber dana yang digunakan pemerintah 

untuk membiayai negara. 

 

b. Sanksi Pajak 

Sanksi pajak berfungsi sebagai tindakan preventif atau jaminan untuk mencegah wajib pajak melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Berat ringannya sanksi 

bergantung pada jumlah norma yang dilanggar. 

 

Tabel 2.3 

Variabel Independen (X2) 

 

c. Kesadaran Wajib Pajak 

Mintje (2016) mengemukakan, sebagaimana dikutip dalam Madjodjo dan Baharuddin (2022), bahwa 

kesadaran wajib pajak mengacu pada pemahaman sukarela, pengakuan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan 

secara akurat oleh seorang wajib pajak. 
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Tabel 2.4 

Variabel Independen (X3) 

4.Kesadaran Wajib Pajak 

Dalam Rofika & Tambun (2017) 

Indikator Pernyataan 

Dimensi : Kesadaran wajib pajak 

1) Mengetahui akan adanya undang-undang 

dan ketentuan pajak 

1) Saya sadar bahwa saya harus menaati dan 

menjalankan kewajiban perpajakan saya 

sesuai dengan undang-undang dan 

ketentuan pajak yang berlaku. 

2) Mengetahui bahwa kewajiban pajak harus 

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 

ada dan berlaku 

 

1) Saya mengetahui dan sadar jika omset saya 

diatas Rp 500 juta dan masih dibawah Rp 

4,8 milliar pertahun, maka tarif pajak yang 

saya pakai adalah tarif PPh final 0,5% 

Dimensi : Kesadaran fungsi pajak 

1) Menghitung, membayar, dan melaporkan 

pajak dengan benar dan jujur. 

1) Saya menghitung, membayar, dan 

melaporkan pajak dengan benar dan jujur 

sesuai dengan aturan yang berlaku 

2) Mengetahui bahwa fungsi dari pajak untuk 

pembiayaan negara 

1) Saya sadar bahwa pembayaran pajak 

sangat penting bagi suatu negara untuk 

pembiayaan negara 

 

2.2.3. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini variabel diukur menggunakan Skala Likert. Menurut Mu’arif & Lestari (2023) 

Skala Likert adalah skala yang menunjukkan seberapa kuat tingkat setuju atau tidak setuju terhadap suatu 

pernyataan. Dalam penelitian ini responden harus memilih 1 diantara 5 pilihan sebagai jawabannya. Pemberian 

skor pada skala ini diawali dengan angka 1 (Sangat tidak setuju/ STS), 2 (Tidak setuju/ TS), 3 (Ragu-ragu/ 

RR), 4 (Setuju/S), 5 (Sangat Setuju/ SS) dengan 5 nilai skor. Penyebaran kuisioner ini menggunakan media 

elektronik berupa Google Form. 

2.2.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan Non probability sampling yang digunakan adalah teknik purposive 

sampling. purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dari suatu populasi dengan adanya 

pertimbangan tertentu. Populasi dari penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi pelaku usaha e-commerce 

yang memiliki NPWP dengan penghasilan diatas Rp 500 juta dan tidak lebih dari Rp 4,8 Milliar dalam satu 

tahun pajak dengan sampel pelaku usaha e-commerce yang usahanya berdomisili di Jabodetabek sebanyak 40 

responden. Roscoe (1982) dalam Tanjung & Muliyani (2021:60) ukuran sampel yang baik digunakan dalam 

penelitian adalah antara 30-500 sampel, bila analisis yang digunakan adalah korelasi dan regresi berganda 

maka jumlah minimal sampel adalah 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Jadi karena penelitian ini terdiri 

dari 4 variabel (1 variabel dependen dan 3 variabel independen) maka jumlah minimal sampel dalam penelitian 

ini adalah 4 variabel x 10 = 40 anggota sampel. 

2.2.5 Analisis Model Regresi Linier Berganda 

Ghozali (2016) menyatakan bahwa tujuan utama analisis regresi linier berganda sebagaimana dibahas 

oleh Patriandari dan Safitri (2021) adalah untuk memungkinkan inferensi langsung terhadap dampak individu 

atau kolektif dari setiap variabel independen. Model persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = α + β₁X₁+ β₂X₂+ β₃X₃+ e 

Keteragan:  

Y  = Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha E-Commerce 

X₁  = Pengetahuan Pajak 

X₂  = Sanksi pajak 

X₃  = Kesadaran Wajib Pajak 

α  = Konstanta 
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β₁, β₂, β₃  = Koefisien regresi masing-masing variabel independent 

e  = Error 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Uji Validitas 

Gozhali (2009) berpendapat, sebagaimana dikutip dalam Putri et al. (2022:155), bahwa penggunaan 

uji validitas dalam suatu penelitian bertujuan untuk menilai legitimasi atau validitas suatu kuesioner.  

Tabel 3.1 

Pengujian Validitas Seluruh Indikator Variabel 

 

NO. 
Butir 

Pernyataan 
r hitung 

r tabel 

(5%/0,05, 

N=30) 

Keputusan 

Pengetahuan 

Pajak (X1) 

1 X1.1 0,773 0,361 Valid 

2 X1.2 0,774 0,361 Valid 

3 X1.3 0,802 0,361 Valid 

4 X1.4 0,780 0,361 Valid 

5 X1.5 0,819 0,361 Valid 

Sanksi Pajak 

(X2) 

6 X2.1 0,909 0,361 Valid 

7 X2.2 0,946 0,361 Valid 

8 X2.3 0,906 0,361 Valid 

9 X2.4 0,859 0,361 Valid 

10 X2.5 0,862 0,361 Valid 

11 X2.6 0,849 0,361 Valid 

12 X2.7 0,821 0,361 Valid 

Kesadaran 

Wajib Pajak 

(X3) 

13 X3.1 0,849 0,361 Valid 

14 X3.2 0,890 0,361 Valid 

15 X3.3 0,881 0,361 Valid 

16 X3.4 0,691 0,361 Valid 

Kepatuhan 

Wajib Pajak (Y) 

17 Y.1 0,902 0,361 Valid 

18 Y.2 0,898 0,361 Valid 

19 Y.3 0,853 0,361 Valid 

20 Y.4 0,829 0,361 Valid 

21 Y.5 0,822 0,361 Valid 

22 Y.6 0,446 0,361 Valid 

Sumber : Output SPSS Statistics 26 

Penilaian validitas penelitian ini dilakukan dengan jumlah sampel sebanyak 30 partisipan. Pernyataan 

diputuskan valid apabila r hitung > r tabel (0,05/ 5%, N 30 = 0,361). Melalui pengolahan data di SPSS 

menunjukkan bahwa r hitung pada lebih besar dari pada r tabel alpha 5% dengan jumlah sampel 30 responden. 

Dari hasil diatas maka, semua butir pernyataan dari seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

diputuskan hasilnya adalah valid dan pernyataan pada kuesioner benar-benar mengukur apa yang ingin diukur 

dalam penelitian ini. 
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3.2 Uji Reliabilitas 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel N item Cronbach Alpha Nilai Standar Keputusan 

(X1) Pengetahuan Pajak 30 0,846 >0,6 Reliabel 

(X2) Sanksi Pajak 30 0,949 >0,6 Reliabel 

(X3) Kesadaran Wajib Pajak 30 0,837 >0,6 Reliabel 

(Y) Kepatuhan Wajib Pajak 30 0,890 >0,6 Reliabel 

Sumber : Output SPSS Statistics 26 

Dilihat dari hasil uji reabilitas pada Tabel 3.2 diatas dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan variabel 

dalam penelitian ini hasilnya reliabel karena nilai Cronbach’s Alpha > 0,6.  

 

3.3 Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan sebuah statistik yang merincikan jumlah sampel, nilai minimum, nilai 

maximum, nilai mean (Rata-Rata), dan standar deviasi. 

Tabel 3.3  

Pengujian Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pengetahuan Pajak 40 22 61 40,03 10,805 

Sanksi Pajak 40 16 30 23,48 3,113 

Kesadaran Pajak 40 12 20 15,93 1,403 

Kepatuhan Wajib Pajak 40 18 30 24,28 2,562 

Sumber : Output SPSS Statistics 26, 2023 

 

3.4 Uji Asumsi Klasik 

3.4.1 Uji Normalitas 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardized  

Residual 

N 40 

Normal Parametersa.b Mean 0,0000000 

Std.Deviation 1,79335916 

Most Extreme Differences Absolute 0,131 

Positive 0,131 

Negative -0,112 

Test Statistic 0,131 

Asymp. Sig (2-tailed) 0,082c 

Sumber : Output SPSS Statistics 26 

Dari hasil uji normalitas pada tabel 4.7, diperoleh nilai signifikansi 0,082 > 0,05. Maka dapat 

diputuskan bahwa Ho dapat diterima karena sampel terdistribusi dengan normal. 
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3.4.2 Uji Multikolinearitas 

Tabel 3.5 

Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Pengetahuan Pajak 0, 966 1,035 Bebas multikolinearitas 

Sanksi Pajak 0, 603 1,658 Bebas multikolinearitas 

Kesadaran Wajib Pajak 0,619 1,616 Bebas multikolinearitas 

Sumber : Output SPSS Statistics 26 

 Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas diatas dapat dilihat bahwa nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) pada setiap variabel, nilainya dibawah 10 dan nilai tolerance pada tabel diatas > dari 0,1 maka artinya 

bebas dari multikolinearitas. 

3.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 3.6 

Uji Heterokedastisitas 

Variabel sig Keterangan 

Pengetahuan Pajak 0, 645 Bebas heterokedastisitas 

Sanksi Pajak 0, 647 Bebas heterokedastisitas 

Kesadaran Wajib Pajak 0, 280 Bebas heterokedastisitas 

Sumber : Output SPSS Statistics 26 

Dari hasil uji heterokedastisitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi > 

0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi atau bebas heterokedastisitas. 

3.4.5 Uji Autokorelasi 

Tabel 3.7 

Uji Autokorelasi 

dU DW 4-dU Keterangan 

1,6589 2,031 2,4311 tidak terdapat autokorelasi 

 Sumber : Output SPSS Statistics 26 

Dari hasil uji autokorelasi pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,031. 

Nilai dU dengan jumlah sampel (n) 40 dan 3 variabel (k) yaitu dU 1,6589 dan dL 1.3384. dari hasil tabel diatas 

(dU) 1,6589  < (DW) 2,031 < (4-dU) 2,4311 maka dapat disimpulkan Ho diterima dan tidak terdapat 

autokorelasi. 

3.5 Uji Hipotesis 

3.5.1 Analisis Model Regresi Linier Berganda 

Tabel 3.8 

Analisis Model Regresi Linier Berganda 

 
 Sumber : Output SPSS Statistics 26   
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Berdasarkan tabel diatas, maka hasil uji regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y = 6,043 - 0,007 X₁ + 0,388 X₂+ 0,592 X3 

3.5.2 Uji F 

Tabel 3.9 

Uji F 

 

Sumber : Output SPSS Statistics 26 

Kriteria pengambilan keputusan pada uji F ini yaitu dengan melihat nilai sig. Jika nilai sig<0,05 maka 

Ho ditolak dan Ha diterima artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap dependen, begitu 

juga sebaliknya. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig<0,05 maka, Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan model dalam penelitian ini layak untuk diuji. 

3.5.3 Uji t 

Tabel 3.10 

Uji t 

Variabel t Sig Sig / 2 

Konstan 1,700 0,098 0,049 

Pengetahuan Pajak -0,264 0,793 0,3965 

Sanksi Pajak 3,136 0,003 0,0015 

Kesadaran Wajib Pajak 2,187 0,035 0,0175 

Sumber : Output SPSS Statistics 26 

Berdasarkan nilai signifikansi < 0,05 maka variabel Pengetahuan Pajak (X1) 0,3965 > 0,05. Maka 

variabel Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha e-

commerce atau H1 ditolak. Variabel Sanksi Pajak (X2) 0,0015 < 0,05. Maka variabel Sanksi Pajak berpengaruh 

terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha e-commerce atau H2 diterima. Kesadaran Wajib Pajak 

(X3) 0,0175 > 0,05. Maka variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib 

Pajak pelaku usaha e-commerce atau H3 diterima. 

3.5.4 Uji R Square  

Tabel 3.11 

R Square 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the estimate 

1 0,714 0,510 0,469 1,867 

Sumber : Output SPSS Statistics 26 

Tujuan dari pengujian R square adalah untuk mengukur besaran kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependennya. Penilaian koefisian determinasi (Adjusted R Square) yaitu 0 – 1, 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini sebesar 

0,469 atau 46,9% sedangkan sisanya 53.1% dipengaruhi oleh faktor lain dalam penelitian ini. 

3.6 Pembahasan 

3.6.1 Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan temuan pengujian pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, 

diperoleh koefisien regresi sebesar -0,031 yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara pengetahuan 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan nilai signifikansi uji-t yang diamati sebesar 0,3965, 

di atas tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0,05, temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis nol 

(Ho) diterima sedangkan hipotesis alternatif (H1) ditolak. Dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penguasaan pengetahuan perpajakan oleh seorang wajib pajak belum tentu menjamin kepatuhan dan 

kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama bila informasi tersebut tidak digunakan 

secara efektif. Penelitian ini secara khusus berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang bergerak pada 

perusahaan e-commerce. Pengamatan ini diperoleh dari jumlah sampel sebanyak 40 peserta, dimana skor 

terendah yang tercatat adalah 22 dan skor tertinggi yang tercatat adalah 61. Nilai mean yang dihitung atau 
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disebut juga rata-rata adalah 40,03. Berdasarkan nilai rata-rata sebesar 40,03, terlihat bahwa sebagian besar 

peserta memiliki tingkat pengetahuan perpajakan tertentu. Namun, mereka menunjukkan keragu-raguan dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya karena dirasakan tidak adanya proporsionalitas antara pajak yang mereka 

bayarkan dengan manfaat yang mereka terima dari negara. Selain itu, maraknya kasus korupsi yang melibatkan 

pejabat pajak telah mengikis kepercayaan wajib pajak, sehingga semakin berkontribusi terhadap keengganan 

mereka dalam mematuhi peraturan perpajakan (BBC, 2023). 

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Hendrawati et al. (2021) dan 

Windiarni et. al (2020), meskipun menyimpang dari penelitian lain di bidang ini. 

3.6.2 Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan temuan penelitian yang menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak, diperoleh koefisien regresi sebesar 0,471. Koefisien ini menunjukkan adanya hubungan positif antara 

sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan nilai signifikansi uji-t yang diamati yaitu 0,0015 

< 0,05, temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis nol Ho2 ditolak, sedangkan hipotesis alternatif H2 diterima. 

Dapat dikatakan bahwa hukuman pajak mempunyai dampak menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sanksi perpajakan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak karena dimasukkannya sanksi administratif 

seperti denda, bunga, dan kenaikan, serta sanksi pidana antara lain pidana denda dan penjara. Penting untuk 

dicatat bahwa setiap bentuk hukuman memiliki tingkat keberatan atau tingkat rasa sakitnya masing-masing. 

Untuk menjamin kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, pengenaan denda pajak yang besar 

terhadap pelanggar berfungsi sebagai efek jera, memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya agar terhindar dari akibat yang parah. Terdapat hubungan positif antara berat ringannya sanksi 

pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan pemberian sanksi perpajakan adalah untuk menimbulkan 

efek jera dan menimbulkan rasa takut pada wajib pajak yang dinilai tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. 

Hal ini dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak untuk secara sukarela menaati peraturan perpajakan yang 

telah ditetapkan, sehingga terhindar dari potensi kerugian finansial akibat pengenaan sanksi atas 

ketidakpatuhannya. Oleh karena itu, pengenaan konsekuensi pajak akan berdampak pada tingkat kepatuhan 

pajak. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kartikasari dan Yadnyana 

(2021) serta Mu'arif dan Lestari (2023) yang memberikan bukti yang mendukung anggapan bahwa sanksi 

perpajakan berdampak baik terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Soda 

dkk. (2021), penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh secara parsial 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

3.6.3 Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan temuan pengujian pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, 

diperoleh koefisien regresi sebesar 0,324. Koefisien ini menunjukkan adanya hubungan positif antara 

kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji nilai signifikansi uji-t yang ditetapkan 

sebesar 0,0175, nilai yang lebih rendah dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05, maka 

temuannya menunjukkan penolakan hipotesis nol (Ho) dan penerimaan hipotesis alternatif ( H3). Dapat 

dikatakan bahwa terdapat korelasi yang menguntungkan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib 

pajak. 

Apabila wajib pajak kurang memiliki kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak, ketidakpedulian 

mereka terhadap pajak dapat mengakibatkan ketidakpatuhan dan kurangnya kepatuhan terhadap kewajiban 

perpajakan. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tentang tanggung jawab perpajakannya akan 

menunjukkan rasa yakin akan pentingnya pembayaran pajak dalam menunjang kemajuan dan penyelenggaraan 

pertumbuhan bangsa (behavioral believe). Oleh karena itu, tingkat kesadaran wajib pajak mempunyai dampak 

langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Hama (2021), Puteri dan Lestari (2023), serta 

Madjodjo dan Baharuddin (2022) yang memperkuat anggapan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh 

besar terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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4. Simpulan dan Saran 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Tidak terbukti pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha 

e-commerce 

2. Terbukti sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha e-commerce 

3. Terbukti kesadaran Wajib Pajak berpengaruh posistif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha e-

commerce 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti ingin memberikan saran yang dapat digunakan 

untuk pertimbangan oleh beberapa pihak : 

1. Untuk peneliti selanjutnya gunakanlah variabel lain, selain pengetahuan pajak karena, pengetahuan pajak 

berpengaruh negatif pada kepatuhan pajak, sebab wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang banyak 

mengenai pajak dapat melakukan penghindaran pajak. 

2. Untuk para wajib pajak orang pribadi, peneliti berharap agar menyadari akan kewajiban perpajakan 

masing-masing, hindarilah perilaku tidak patuh agar tidak terkena sanksi. 

3. Bagi pemerintah dan pejabat dirjen pajak, hendaknya pajak yang diperoleh dari pembayaran pajak para 

wajib pajak digunakan untuk kemakmuran rakyat dengan sebaik mungkin dan tidak melakukan tindakan 

korupsi agar tidak menghilangkan kepercayaan dan kesadaran seorang wajib pajak terhadap pembayaran 

pajak.  

4. Untuk pelaku usaha e-commerce yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau belum 

memperoleh NPWP serta belum menjalankan kewajiban pajak masing-masing, harap dapat segera 

mendaftar dan segera patuhi kewajiban perpajakan. 
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